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Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik
. PP Nomor 61 Tahun 2010 fentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

w N

5 kémampiian méingelols layanan informasi publik

Informasi Publik

4. Peraturan Menteri Per Ap Negara dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 lentang Pedoman Penyusunan 4 Mampu mengoperasikan komputer
Standar Operasional Prosedur Administrasi
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5 konsep surat dan arsip
6. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penghlasifikasian Informasi Pubiik 8 Mampu melakukan pelayanan prima
7. KMA Nomor 82 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPI0 Kementerian|
Agama
8. KMA Nomor 461 Tahun 2020 PPID Kemantenan dan Atasan PPID Kementarian
Keterkaitan Pesalataniperiengkapan
1. SOP Pandokumentasian Informasi Publik 1 Dafar Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 2 Leman rak dokumen/buku dan Organizer
3 Komputer
4 Jaringan Intemet
5 ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini tidak ditaksanakan maka bisnis proses selanjutnya tidak berjalan dengan baik 1 Arsip copy dan copy)
Pelaksana Wutu Baku
Pel
Lead e Satuan Kerja PPID Unit Atasan PPID Unit :: PPID Atasan PPID """P_‘"" Waktu Output Kooranasi
Do
1. |Satuan Kera Daftar 30 menit Usulan perubshan nama wnformasi dan dikecualikan
publik kepada PPID Unit Kerja masing-masing nama menjadi informasi publik harus disertai dengan alasan
g informasi
Mulai
1z |PPID Unt maerangkum usulan nama/ perubahan| Daftar 30 menit |Rengkuman usulan
nama informas! publik yang disampaikan oleh nama penambahan/
masing-masing unit kerja |informasi an  nama
'I informasi publik
|3 [PPID Unit menyampaikan  usulan  nama| Daftar 30 menit |Rangkuman _usulan|
/perubahan kepada PPID nama penambahan/
——"l informasi pangurangan nama
informasi publik
4. |PPID dan PPID Unit melakukan diseminasi formulir| DIP lama 20 menit
DIF
[ {
5. |PPID Melakukan pengisian formulic OIP FW 30 menit | Draft DIP yang baru
I oiP
6. |PPID Melakukan venifikasi formulir DIP DIP lama| 60 menit |Draft DIP yang baru
dan usulan|
| DiP
L] L ,
7 |PPID Manetapkan DIP dengan Sural Keputusan 15ment  |DIP yang baru Penetapan dilskukan melalui Sural Penetapan DIP
PPID atas persetujuan Atasan PPID Sebelum penetapan ini, terebib dahuly diakukan
I l"‘ penenfuan masa retensi atau  jangks  wakiu|
penyimpanan dar setiap jenis informulirasi publik yang|
telah ditentukan
7 |Atasan PPID menyampaikan hasi penetapan dan 1 hari
pemnutakhiran DIP kepada Atasan PPID Unit melalui
surat I
[6 [Atasan PFID Unit menyampaikan hasi penetapan] 75 mank Tﬁn Utama menginmian DIP kepsda PPID pembanty
dan pemutakhiran DIP kepada PPID Unit di wilayah dan seluruh unit kerja, baik berupa satuan kerja maupun
kerjanya ssbagai pedoman informasi apa saja yang| E unit teknis di lingkung: Agama
boleh diberiian ke publik j—r
@ |PPID Tasit .. Arsip
DIP kepada Pelaksana Dokumentasi PPID untuk
diarsipkan




